BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang _Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah = dan . Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
an Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 111 Tahun
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan < Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik
Indonesia _ Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);



8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran « Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas® Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, ‘Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur . Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia



19.

20.

21.

22.

23.

Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah. diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi < Kalimantan Selatan
Nomor 7 Tahum 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah <Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14
Tahun . 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2005 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2016 Nomor 17);



Menetapkan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21

25.

26.

27.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah
diubah  terakhir @ dengan  Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 tahun 2016  tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
Nomor 8, Tambahan Lembaran‘Daerah Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3
Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi © Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 111 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 111 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 111 Tahun

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru



Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 111)
diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 4 ditambahkan huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga
pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan
sebagai :
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah Kabupaten;
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS

Kabupaten;

c. Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan. hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

d. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat

Daerah.

e. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi

perubahan :

1. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. target sasaran pembangunan daerah;

3. prioritas pembangunan daerah;
4

penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan

Perangkat Daerah; dan

5. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 111 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 telah diubah, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak



terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita .Daerah

Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkandi Kotabaru
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
ttd
SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 21



